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BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 dan Pasal
102 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Daerah;

. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3984);

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3684 ),

. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuan tan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuan tan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sebagaimana Telah diubah Beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Peraturan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2017 Nomor 63);



14. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2017 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Karimun.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
Bupati adalah Bupati Karimun.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan
adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebear-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Piutang Pajak adalah hak tagih pajak daerah yang timbul karena adanya
penetapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan daerah,
yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan /atau harta
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamyajumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besanya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah
ditetapkan.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atasjumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

BAB I
DASAR PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 2

Penghapusan piutang diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh
besaran pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga,
denda atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat
Ketetapan Pajak atau sejenisnya.

Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak daerah
yang tercantum dalam :
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);dan
b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, serta putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan
jumlah pajak daerah yang masih harus dibayar bertambah.

Pasal 3

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 walaupun hak untuk
melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan
apabila piutang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), adalah;

a. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta
kekayaan/warisan yang buktikan dengan surat keterangan kematian
dari lurah dan laporan hasil pajak pemeriksaan petugas pajak;



b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan
berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas pajakyang menyatakan
bahwa wajib pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta
kekayaan lagi;

c. Wajib pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan
dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi hutang
pajaknya;

d. Wajib pajak tidak ditemukan; dan

Wajib pajak tidak dapat ditagih karena disebabkan keadaan yang tidak

dapatdihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.

D

Piutang pajak daerah yang dapatdihapuskan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) Untuk wajib pajak badan adalah piutang pajak daerah yang
tidak dapat ditagih lagi karena;

a. Wajib pajak bubar, likuidasi, atau pailitdan Penaggung Pajak tidak dapat
ditemukan;

b. Hak untuk melakukan pajak sudah kadaluwarsa,;

c. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak daerah tidak ditemukan dan
telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

d. Hak untuk melakukan penagihan pajak daerah tidak dapat dilaksanakan
karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan
kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh
Bupati.

BAB Il
KEDALUWARSA

Pasal 4

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui

(2)

3)

4)

()

@)

2

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali
apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tertangguh apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;atau

b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2 huruf b, adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah
daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB IV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
Pasal 5

Bupati dapat menghapuskan piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih
dan/atau sudah kadaluwarsa.

Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak oleh Kepala
Badan.
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Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak, Bupati berwenang untuk
menerbitkan Surat Keputusan tentang penghapusan piutang pajak.

Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2
paling sedikit memuat :

Nama dan alamat wajib pajak;

Jumlah piutang pajak;

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

Tahun Pajak;

Alasan penghapusan piutang pajak atau dicadangkan untuk
dihapuskan.

®o0 o

Penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3)

ditetapkan oleh:

a. Kepala Badan untuk jumlah penghapusan piutang pajak daerah sampai
dengan Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

b. Bupati untuk jumlah penghapusan piutang pajak daerah dari
Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) sampai Rp. 1.000.000.000 (satu
Miliar Rupiah); dan

c. Bupati menyampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  untuk jumlah penghapusan piutang pajak diatas
Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

BAB V
PENATAUSAHAAN PENGHAPUSAN

Pasal 6

Penghapusan Piutang Pajak Daerah wajib terlebih dahulu dilakukan
Perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan
telah dilakukan wupaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan
perpajakan Daerah.

Perencanaan Penghapusan piutang Pajak Daerah meliputi:

a. menginventarisasi objek dan subjek piutang pajak daerah berdasarkan
pangkalan data (database);

b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang pajak
daerah;

c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan

d. membentuk tim penghapusan piutang pajak Daerah.

Pasal 7

Bupati membentuk Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dan surat tugas dari Kepala Badan.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan dan
beranggotakan pegawai negeri sipil dari Badan beserta seluruh satuan kerja
perangkat daerah terkait.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian
administrasi dan lapangan terhadap piutang pajak yang ada dalam Daftar
Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan
Piutang Pajak.

Penelitian yang dilaksanakan sebagaimana pada ayat (3) didasarkan pada
surat tugas Kepala Badan.



(1)

Pasal 8

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
meliputi:
a. Inventarisasi data dokumen wajib pajak meliputi:

1. SKPD;

2. SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat pajak
terutang untuk PBB-P2;

3. SKPDKEB;

4. SKPDKBT;

5. STPD;

6. Surat teguran/Surat peringatan/Surat Tagihan/Dokumen yang
dapat dipersamakan;

7. Surat paksa terakhir yang disampaikan;

8. Surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan;

9. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah
Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah; dan/atau

10. Daftar piutang pajak daerah.

b. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a angka 9 yang telah
kedaluwarsa

(2) Apabila dalam penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

1)

)

huruf a tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi
secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar pajak terutang yang
diusulkan penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Badan dapat
menerbitkan salinan/printscreen/cetakan dokumen dimaksud atau salinan
data elektronik yang memuat pajak terutang dengan legalisasi pejabat yang
berwenang.

Pasal 9

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3), tim
membuat Laporan Hasil Penelitian setiap akhir tahun takwin sebagai bahan
usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Laporan Hasil Penelitian sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan Daftar
Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sekurang- kurangnya
memuat:

a. Nama penanggung pajak /wajib pajak;

b. Alamat penanggung pajak /wajib pajak;

c. Nomor pokok wajib pajak daerah;

d. Nomor dan tanggal SPTPD/SKPD/SKRD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/
STRD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/ Surat
Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa
kenaikan bunga dan/atau denda;

e. Nomor induk objek pajak (NIOP);

f. Nomor objek pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2);

g. Jenis pajak daerah;

h. Tahun pajak;

i. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan
dicadangkan untuk dihapuskan;

j. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;

k. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan

I. Gambaran Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan, sebagai
dasar untuk menentukan besamya Piutang Pajak yang tidak dapat
ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan

m. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.



Pasal 10

Tim sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) menyusun dan menyampaikan Daftar
Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati melalui Kepala
Badan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Pasal 11

(1) Laporan Hasil Penelitian, Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

2)

©)

1)

2)

©)

(4)

dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 disampaikan oleh Tim kepada
Kepala Badan.

Kepala Badan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah vyang
membidangi urusan Pengelola Keuangan Daerah dalam hal Daftar Usulan
Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan
Piutang Pajak Daerah.

Kepala Badan membuat Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang
Pajak Daerah kepada Bupati dengan disertai Daftar Usulan Penghapusan
Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang di
tembusankan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Pengelola Keuangan Daerah
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah dan Inspektorat
Daerah.

Pasal 12

Berdasarkan Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Bupati menetapkan
keputusan penghapusan piutang pajak daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala
Badan menyampaikan surat permohonan penghapusan atas piutang pajak
daerah yang telah tercatat dalam buku neraca Pemerintah Daerah kepada
Perangkat Daerah yang membidangi Pengelola Keuangan Daerah dengan
tembusan Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah.

Atas hapus buku yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pencatatan terhadap Piutang Pajak Daerah yang dihapus dilakukan oleh
Bidang Penetapan secara ekstrakomtabel, yaitu dilakukan pencatatan di
luar Laporan Keuangan Badan maupun Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.

Apabila piutang yang telah dihapusbukukan dan temyata di kemudian ban
diterima pembayaran/pelunasannya, terhadap penerimaan kembali atas
piutang yang telah dihapusbukukan baik yang telah dilakukan penyisihan
pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah.



BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karimun Nomor
6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI KARIMUNA”?

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 7 Desember 2020

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 63



